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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan perpajakan 

PPN yang dilakukan PT Duta Karya Bersatu yang diukur dari kesesuaian 

peraturan Undang-Undang perpajakan. Menurut evaluasi hasil penelitian yang 

telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan perpajakan PPN PT 

Duta Karya Bersatu tahun 2021 sebagai berikut : 

1. Perhitungan pengenaan atas Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan 

oleh PT Duta Karya Bersatu telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan 

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Pertambahan Nilai dengan melakukan perhitungan pengenaan PPN tarif 

10% dari DPP Harga Jual. 

2. Penyetoran atas Pajak Pertambahan Nilai Yang dilakukan oleh PT Duta 

Karya Bersatu belum sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata cara 

Perpajakan (KUP)  dengan melakukan penyetoran melewati batas 

waktu yang ditetapkan pada periode masa bulan Oktober dan November 

tahun 2021. 

3. Pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai Yang dilakukan oleh PT Duta 

Karya Bersatu belum sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata cara 

Perpajakan (KUP)  dengan melakukan pelaporan SPT Masa PPN 

melewati batas waktu yang ditetapkan pada periode masa bulan 

Oktober dan November tahun 2021. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti akan memberikan 

saran yang diharapkan dapat menjadi bahan ajar agar ke depannya menjadi 

penelitian yang lebih baik, adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti selanjutnya dianjurkan untuk menggunakan sistem agar 

mempermudah dalam pencocokan data yang ada. Karena di dalam 

penelitian ini penulis hanya menggunakan cara manual sehingga 

tidak memungkinkan mengolah seluruh data dalam periode 1 tahun. 

2. Bagi Peneliti selanjutnya untuk menghasilkan data yang lebih akurat 

dengan cara meminta dokumen-dokumen yang lebih khusus seperti 

laporan e-faktur di dalam perusahaan dalam periode 1 tahun. 

 

5.3 Implikasi Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan atas evaluasi penyetoran dan 

pelaporan SPT Masa PPN di PT Duta Karya Bersatu tahun 2021 maka, dari hasil 

penelitian ini diharapkan PT Duta Karya Bersatu lebih paham tentang pelaksanaan 

pajak PPN agar menjadi perusahaan yang lebih profesional 
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